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PERATURAN WALIKOTA PADANG 

NOMOR 	TAHUN 2013 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA-NC, MAHA ESA 

.WALIKOTA PADANC, 

Menlmb.ang 	• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13, Pasal 
15 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22.ayat (7), Pasal 
24 ayat (3), Pasal 2,5 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun.  2011 tentang Pajik Bumi dan Bangunan Per'desaan 
dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang PetUnjuk 
Pelmksanaan Pemungutan Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

Mengingat 	: 	1. Undang•Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Besar DaIam lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 

2. • • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. Acara 
P1dana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76, • Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3286); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaglhan Pajak 
• dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997' Nomor 42 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagalmana telah 
diubah kedua kall dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2957); 

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang•undangan.  (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): 



7. Undang-Undang Nomor 32 •Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844): 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik • 
Indonesia Nomor 5049): 

9. 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan 
Etatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang (Lembaran 

Nomor 3164); Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

10. 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258), sebagafmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun •2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145): 

11. 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
RepublIk Indonesia Nomor 4578): 

12. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
ProvInsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Nomor 4737): Negara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Peraturan Daerah:  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah 
dlubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Menteri D

a /am 
• Negerl Nomor 21 Tahun 2011: 

15, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01); 

16, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2011 tentang 
PaJak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nornor 07): 

• 
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah dfubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 14); 

'MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

• Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padang. 

2. PemerIntah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Padang. 

4.. Pejabat adalah pegawai yang dlberi tugas tertentu dibIdang 
perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusl wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadl atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan Irnbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang setanjutnya disingkat 
DPKA adalah Dinas Pengelotaan Keuangan dan Aset Kota Padang. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modat yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tIdak melakukan 
usaha yang metiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan laInnya, badan usaha mllik negara (BUMN), atau badan 
usaha mllik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, orgahisas1 massa, organIsasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektlf dan bentuk usaha tetap. 

8, Pajak Burni dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimilikl, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

9. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaban kegiatan mulal dari 
penghlmpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 

• pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

10. Buml adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedaleman serta laut wilayah kota. 

11, BangUnan adalah konstruksi teknIk yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/atau pera1ran pedalarnan dan/atau laut. 

12. Nila1 Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat 
NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi 
nlIal/harga objek pajak yang tIclak dikenakan pajak. 

13. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana.  dimaksud 
dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. 



14. Tanah adalah baglan darl permukaan bumi yang diatasnya melekat 
hak-hak atas tanah yang dlatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

15. Nilal Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi Jual beli yang terjadl secara 
wajar dan bilamana tidak terdapat transaks1 jual beli, NJOP 
dltentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenls, atau nlIal perolehan baru atau NJOP pengganti. 

16. Nilal Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP 
Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilal Jual suatu 
objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 
tersebut, 

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 

18. Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
,dan kewajiban perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadl dasar bagl Wajib Pajak 
untuk menghltung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesual 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

21. Surat • Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP 
adalah surat yang digunakan oleh Wajlb Pajak untuk melaporkan data 
subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah, 

22. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor 
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan• sebagal tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpaJakannya. 

23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada 
Wajlb PaJak. 

24, Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
buktIpembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formunr atau telah dllakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terytang. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan .besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredlt pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanks1 administrasl, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
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menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
:sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tIdak ada kredit pajak. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
keleblhan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
darlpada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 

30. Surat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan, yang 
membetulkan kesalahan tulls, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

32, Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

33. Putusan Banding adalah putusan badan peradIlan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang d1ajukan oleh Wajib Pajak, 

34. Penelltlan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan 
perhItungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan 
pembayaran ke Kas Daerah kecuall pajak terutang nihil sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengotah 
, data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profeslonal berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajIban perpajakan daerah dan/atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

BAB 11 

PEMUNCUTAN PBB-P2 

Pasal 2 

(1) DaIam rangka pernungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk 
basIs data PBB-P2. 

(2) Pembentukan BasIs Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dllaksanakan melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian 
objek pajak PBB-P2. 

(3) • BasIs Data sebagaImana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
menggunakan BasIs Data yang berasaI dari pelimpahan Direktorat 
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang 
tertuang dalam Aplikasi Sistem Manajernen InformasI Objek Pajak 
(SISMIOP) PBB•P2. 



(4) Aplikasl SISMIOP merupakan suatu aplikas1 yang mengintegrasikan 
proses bisnls pengelolaan administrasi PE3B-P2 yang meliputi keglatan-
keglatan sebagai berikut: 

a. pendaftaran; 

b, pendataan; 

c. penIlalan; 

d. penetapan; 

e. penerlmaan; 

f, 	penaglhan; 

g. pelayanan: dan 

h. keberatan. 

(5) Aplikasi SISMIOP dapat clikembangkan dengan kebutuhan dan 
perkembangan teknologi. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka menjaga vaIiditas basis data yang dllImpahkan oleh DJP 
sebagaimana clImaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagal akibat 
perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB-132, Pemerintah 
Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP. 

(2) Pemeliharaan basis data SISMIOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara; 
a. Pasif, yaitu kegiatan pemelIharaan basis data yang dilakukan oleh 

Petugas DPKA berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib 
Pajak dan atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya sesuai 
prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST); 

b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh 
DPKA dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek 
pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dI 
lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan 
rata-rata nitai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya 
sesuai dengan prosedur pembentukan basis data. 

BAB III 

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN 
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

pasal 4 

(1) Pendaftaran objek dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

(2) Wajlb Pajak yang memiliki NPWP mencatumkan N PWP dalam kolom 
yang tersedia dalam SPOP. 



(3) SPOP dan LSPOP dllsi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangaril dan disampaikan ke DPKA, selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari setelah tanggai diterlmanya SPOP oleh Subjek PaJak 
atau kuasanya. 

(4) Formullr SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di 
DPKA atau dl tempat-tempat lain yang ditunjuk. 

Bagian Kedua 
Pendataan 

Pasal 5 

Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh DPKA dengan 
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP, 

a, setlap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP; 
b. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi 

dengan Jelas, benar dan lengkap serta dltandatanganI oleh Wajib 
PaJak atau kuasanya disertal dengan lampiran•lampiran yang 
diperlukan dan disampalkan kepada DPKA; 

c. sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak 
maupun Wajib Pajak malsa data SPOP dan LSPOP dapat 
digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya; 

d. bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengislan SPOP dan LSPOP 
sebagaimana tercantum dalam• Lampiran t yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Pendataan subjek dan objek Pajak Burni dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif: 
a. penyampaian dan pernantauan pengembalian SPOP; 
b. Identlfikasi objek pajak; 
c. verifIkasi data objek pajak; dan 
d. pengukuran bidang objek pajak. 

Pasal 6 

(1) Setlap objek pajak diberi NOP. 
(2) • Struktur NOP terdirl dari 18 (delapan belas) digit, yaitu: 

a. digit ke•1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi; 
b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kota; 
c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan; 
d. digit ke-8 sampai dengan cligit ke-10 merupakan kode 

Kelurahan/Desa; 
e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor 

urut blck; 
f. dIgi(ke-14 sampai dengan dIgit ke-17 merupakan kode urut objek 

pajak: 
g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus, 

oi 



Pasal 7 

Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk. 
Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan 
mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama, 
Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan 
kepada salah satu penerima mutasl pecah. 

Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru, 

Pasal 8 

NOP dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan sebagal berikut: 
a. melampirkan alat bukti • kepemilikan atau 	penguasaan atau 

pemanfaatan; 
b. surat keterangan dari kelurahan; dan 
c. mengisl formulir SPOP dan L-SPOP disertal tanda tangan Wajlb Pajak 

atau kuasanya. 

Baglan Ketlga 
Penilaian 

Pasal 9 

(1) 	Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan DPKA untuk menetapkan NJOP. 
(2) 	Kegiatan penilalan dapat dilaksanakan melalui: 

a. penllaian massal, dimana nilai jual objek buml dihitung 
berdasarkan nllei indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap 
zona nilai .  tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung 
berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); 

b. penlialan Indiyidu diterapkan pada objek pajak• umum yang ' 
bernilai tinggl atau objek pajak khusus. 

Keglatan penilaian sebagaimarta dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan tiga pendekatan, meliputi : 
a. 	pendekatan data pasar; 
b. pendekatan biaya: dan/ atau 
c. pendekatan'kapitalisasi pendapatan. 

(4) Penilalan dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara 
• membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak 

lain yang sejenis yang nilai jualnya •sudah diketahui dengan melakukan 
beberapa penyesualan. 

PenlIalan dengan pendekatan biaya dilakukan untuk 
• penilaian 

bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-bIaya yang 
dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan. 

Pendekatan kapitalisasi pendapatan cillakukan pada objek-objek yang 
menghasilkan 	(komersil) 	dengan 	cara 	menghltung 	atau 
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun 

(3) 

(5)  

(6)  



terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya 
operasional, dan hak pengusaha. 

Bagian Keempat 
Penetapan 

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 10 

Dasar pengenaan PBB.P2 adalah NJOP. 

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 11 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) sebagai 
berikut: 

a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0.10/0 (nol korna satu persen per tahun; 

b. untuk NJOP mulai dengan Rp, 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 °As (nol koma dua persen) per 
tahun, 

Pasal 12 

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dlhitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah 
dlkurangl NJOPTKP. 

Desaran Pokok PBB-P2 = Tarif x ( NJOP — NJOPTKP ) 
(2), Penghltungan besaran PBB.P2 dituangkan dalam SPPT. 

Nilal Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP ) 

Pasal 13 

(1) Besarnya NJOPTKP PB8.P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, 

(2) Apablla Wajib Pajak rnempunyal lebih dari 1 (satu) Objek •Pajak 
berupa buml atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 
1 Objek Pajak burni atau bangunan. 

Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampalan SPPT 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan SPOP DPKA atas nama Walikota menerbitkan SPPT. 
(2) SPPT PB8-P2 diterbItkan dl awal tahun masa pajak secara massal. 
(3) DPKA mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). 



Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT 
dengan data DHKP.• 
SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Keturahan dengan 
dibuatkan berita acara serah tertma SPPT untuk disampaikan kepada 
Wajib Pajak. 

Setelah penelltian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasit 
penelltian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk DPKA, 
rangkap ke-2 untuk Keturahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran 
berita acara penelitian. 

Kelurahan wajib membuat taporan penyampaian SPPT secara berkala 
kepada DPKA. 

SPPT PBB-P2 harus sudah sampal ke Wajib Pajak paling lambat 
1 (satu) bulan sejak tanggal penerlmaan oleh Pihak Kelurahan. 

Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lamplran 11 yang merupakan bagian tak terplsahkan 
darl Peraturan Wallkota ini. 

Pasal 13 

(1) Apablla Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP, 
ketetapan PBB-P2 dltetapkan secara jabatan oleh DPKA atas nama 
Wallkota dengan diterbitkan SKPD. 

(2) SKPD diterbitkan tidak secara masal. 
(3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPKA. 
(4) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

Baglan Kellma 

Penerimain 

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran 

Pasal 14 

(1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Kas Daerah/Bank Tempat 
Pembayaran dengan menggunakan SPPT, SKPD, SKPDKB, dan 
SKPDKBT. 

(2) Bank Tempat Pembayaran sebagalmana dImaksud pada ayat (1) 
dltetapkan dengan Keputusan Wal'kota. 

Pasal 15 

(1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran. 
(2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tercantum di SPPT, 
(3) Ja.tuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dImaksud pada 

ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. 
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Pasal 16 

(1) Wajlb Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS, 
(2) STTS dibuat rangkap 4 (empat) lembar dengan rincian: 

a. lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak; 
b. lembar ke•2 dan •ke-3 diberikan kepada DPKA; 
c. lembar ke-4 untuk Bank tempat pembayaraan PBB-P2. 

(3) STTS dianggap sah apablla telah ada tanda validasi dari Bank Tempat 
Pembayaran. 

Pelapor.an 

Pasal 17 

Bank tempat pembayaran P88-P2 mencatat penerimaan pembayaran 
PBB-P2 dalam rekening penampungan. 

Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
rekenIng penampungan penerimaan khusus pembayaran PBB-P2. 

Pada hari yang sama Bank tempat pembayaran PBB-P2 menyetorkan 
hasll penerimaan PBB•P2 dllamplrl STTS lembar ke 2 kepada Bank 
pemegang Kas .Daerah dan menyerahkan STTS lembar ke-3 kepada 
DPKA ( UPTD Kecamatan ). 

Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaan PE38•P2 dalam 
rekening penerimaan daerah. 

Bank Pemegang Kas Daerah melaporkan penerimaan PBB-P2 kepada 
Pemerintah Daerah setiap hari Senin dengan dilampiri STTS lembar 
ke-2. 

4ngsura,n dan Penundaan Pembayaran Pajak 

PaSal 18 

(1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan atau 
penundaarj sebagai berikut: 	• 

a, Wajib Pajak mengajukan surat perrnohonan angsuran dan atau 
penundaan pembayaran disertal dengan alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Walikota melalui DPKA: 

b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak 
terutang, kecuall kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan 
setelah jatuh tempo; 

c. menyatakan besarnya jumlah pajak • yang dimohonkan untuk 
dlangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu 
tertentu. 

(2) Tata carypembayaran secara angsuran dan atau penundaan sebagai 
berlkut: 

a. Wajlb Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan 
angsuran dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan 
dalam Surat Perjanjian Angsuran dan 'atau penundaan 

• pembayaran yang telah disediakan DPKA; 



b. Surat Perjanjian Angsuran dan atau penundaan pembayaran 
dltanda-tangani oleh Wajib Pajak dan tilketahul/ disetujui oleh 
Kepala DPKA; 

c. pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) tahun dan untuk penundaan pembayaran paling 
lama 4 (empat) bulan. 

d, apabila Wajlb Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan 
apa yang telah dltentukan dalam surat perjanjian angsuran dan 
atau penundaan, maka akan dIkenakan tIndakan hukum sesual 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

(3) Contoh bentuk Perjanjian angsuran dan atau penundaan adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A dan V B yang 
merupakan bagian tak terpisafrikan dari Peraturan Walikota inl. 

Pasal 19 

Kepala DPKA berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan 
Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran. 

Pengemballan Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 20 

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Wallkota melalui DPKA dengan 
melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah 
dlbayarkan/STTS untuk masa pajak yang dimintakan pengemballan 
kelebihan pembayaran. 

(2) Kepala DPKA menugaskan petugas untuk melaksanakan . penelitian 
kepada Wajib Pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil Penelitian. 

(3) Kepala DPKA menerbitkan SkPDLB kepada Wajib Pajak apabila•  
Laporan Hasll Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak. 

(4) berdasar SKPD'LB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clitetapkan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

(5) DPKA memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan 
pembayaran pajak sudah daPat diambil. 

Bagran Keenam 

Penagihan 

Tata Cara Penerbitan.Pengislan dan Penyampaian SKPD 

Pasal 21 

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2 dan SKPDKB 
P8B-P2/atau SKPDKBT PBB.P2. 

(2) STPD, SKPDKB • dan/atau .SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dlikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. 
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c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kadaluwarsa; 

d, Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab laln, 
misalnya Wajib Pajak tidak dapat diternukan, dokumen tidak 
lengkap atau tIdak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang 
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak 
diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya. 

(4) Untuk memastikan plutang pajak yang tIciak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagI sebagaImana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dan b, dllakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam 
laporan hasil penelitian setempat. 

Pasal 24 

(1) PeJabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian 
admin1strasi guna memastikan plutang pa)ak yang tidak dapat ditagih 
lagl. 

(2) Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau 
penelltlan admInIstrasl terhadap plutang pajak yang tidak dapat atau 
tIclak mungkin ditagih. 

Pasal 25 

(1) Penelltian administrasi atau peneltIan setempat dilakukan setiap objek 
pajak, 

(2) Penelltlan administrasi secara kol.ektif hanya dapat dilakukan terhadap 
plutang pajak yang benar-benar telah kadaluwarsa atau dokumen 
pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (3) huruf c dan d Peraturan '‘,VaIikota ini, 

Pasal 26 

(1) Laporan hasil penelitlan lapangan dan laporan hasil penelitian 
admInIstras1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
dIsarnpaikan 	kepada 	Wal1kota 	paling 	sedikit 	1 	(satu) 
tahun sekali. • 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) dijadlkan bahan 
penyusunan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak. 

Bagian KetuJuh 
Petayanan 

Pasal 27 

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan 
permasalahan PBB-132, yaitu: 
a. 	pendaftaran data Objek Pajak ,adalah pendaftaran Objek Pajak baru, 

baIk dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan 
pendataan ulang oleh petugas Pendataan. 
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b. mutasl Subjek/Objek Pajak adalah pendaftaran ulang Objek Pajak 
dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas 
balk tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun 
bangunan serta adanya mutasi Objek Pajak. 

c. , pembetulan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan pembetulan 
SPPT/ SKPD karena salah nama, salah alamat, salah hitung dan salah 
zona nilal tanah. 

d. pembatalan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan pembatalan 
SPPT/ SKPD. 

e. sallnan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak atas 
sallnan SPPT/SKPD. 

(C) keberatan penunJukan Wajib Pajak adalah Pendaftaran permohonan 
atas kesalahan penunjukan Wailb PaJak. 

keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran permohonan 
keberatan atas pajak terutang. Keberatan atas pajak terhutang terjadi 
karena kesalahan menghitung luas buml atau/dan bangunan juga 
karena NJOP. 

h. pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran 
permohonan pengurangan pajak terhutang oleh Wajib PaJak. 
Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-
hal lain yang luar biasa clan berfungsf massa. 

restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan 
paJak yang dikeluark.an/dibayar Wajlb Pajak. 

kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan 
pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak 
tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP 
lain. 

k. pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan 
pengurangan denda terjadi akibat keticiak mampuan Wajib Pajak, 

l. kompensasl adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan 
pajak yang dikelua-kan/dibayar oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak 
tersebut tidak dikernbalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP 
lain, 

m, penentuan kembali Tanggal jatuh tempo adalah pendafaran 
permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan 
WaJib Pajak. 

n. 	pembatalan Tanggal Jatuh Tempo. 
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a.  

b.  

c.  

BAB IV 

Bagian Kedelapan 

PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATALAN, PENGHAPUSAN 
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Bagian Kesatu 
PembetuIan 

Pasal 28 

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Kepala DPKA atas 
nama Wallkota dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekellruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang•undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat 
ketetapan sebagal berikut: 

a. 

b, 

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h, 

j.  

k.  

SPPT; 

SKPD; 

SKPDLB 

STPD; 

Surat Ketetapan 

Surat Ketetapan 

Surat Ketetapan 

Surat Keputusan 

Surat Keputusan 

Surat Keputusan 

Surat Keputusan 

Surat Keputusan 

Pemberian Pengurangan PBB-P2; 

Pembetulan; 

Keberatan; 

Pemberian Imbalan Bunga; 

Pengurangan Sanksi AdmInistrask 

Penghapusan Sanksi Administrask 

Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 

Pembetalan Ketetapan Pajak. 

Pasal 29 

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pembetulan 
atas kesalahan atau kekellruan yang tidak mengandung persengketaan 
antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu: 

kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib 
Pajak, alamat Wajib Pajak, alarnat Objek Pajak. nomor surat keputusan 
atau surat ketetapan, ,fuas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau • 
tanggal •Jatuh tempo pembayarant 

kesalahan hitung, antara lain kesalahan peniumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan/atau pe-nbagian suatu bilangan; dan/atau 

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan PBB•P2, antara lain kekeliruan dalarn penerapan tarif, 
kekeliruan penerapan NPOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB•P2, dan 
kekellruan penerapan sanksi administrasi. 
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Pasal 30 

(1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal diterIma surat ketetapan/keputusan. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. setlap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat 
keputusan atau surat ketetapan; 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan 
bukti yang mendukung permohonan; 

c, 	diajukan kepada Walikota melalui Kepala DPKA; dan 
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang 

yang diberl kuasa. 
Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses 
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tanggal terima surat Wajib Pajak. 

Pasal 31 

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak 
dlpertImbangkan. 

(2) Apablla permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). Pejabat memberitahukan secara tertutis kepada Wajib Pajak 
atau kuasanya. 

Pasal 32 

(1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan 
dlterlma. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan P3B-P2 yang 
terutang atau sanksi adrninistrasi, memperbaiki kesaiahan dan 
kekeltruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apablla Pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan 
dlanggap dIkabulkan dan dIterbitkan surat keputusan sesuai 
permohonan. 

Pasal 33 

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis. 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan'tertentu dalam 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(3) 
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Pasal 34 

Apablla keputusan sebagaimana dImaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 30 
maslh terdapat kesalahan tulls, kesalahan hitung,. dan/atau • kekellruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang•undangan yang 
berlaku. Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baIk secara jabatan 
maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan ini. 

• Bagian Kedua 
Pengurangan 

Pasal 35 

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal: 
a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya 

dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu 
laInnya; 

b. Objek Pajak terkena bencana alarn atau sebab lain yang luar 
biasa. 

(2) 	Kondisi tertentu • Objek Pajak yang ada hubungannya dengan 
Subjek Pajak dan/atau karena sebab•sebab tertentu lainnya 
•sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: 
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 

1. Objek • Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran 
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, 
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya: 

2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ 
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak• 
nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; 

3, Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang 
penghasilannya semata•mata berasal dari pensiunan, sehingga 
kewajiban PBB•P2•nya sulit dipenuhi; 

4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit 
dlpenuhl; dan/ atau 

5. Objek Pajak •yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah yang Nllal Jual Objek Pajak per meter 
perseginya meningkat •akibat perubahan lIngkungan dan 
dampak positif pembangunan. 

b. Wajib Pajak badan meliputi ObJek Pajak yang Wajib Pajak-nya 
adalah Wajib Pajak badan yang mengalami keruglan dan kesulitan 
Ilkulditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga • tidak dapat 
memenuhi kewajiban rutin. 

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf .b adalah 
bencana yang dlakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang dIsebabkan oleh alam antara laIn gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

(1) 
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(4) Sebab laln yang luar blasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b mellputl kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah 
hama tanaman. 

Pasal 36 

Besarnya pengurangan yang diberikan sebagai berikut: 

a. pallng tInggl 75% (tu)uh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang 
terutang dalam hal kondlsi tertentu sebagaimana dImaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 1: 

b. paling tinggi 500/0 (tu)uh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang 
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dImaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), dan/atau 
angka (5), atau Pasal 37 ayat (2) huruf b: atau 

c. paling tinggi 1000/0 (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam 
hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) atau ayat (4). 

Pasal 37 

(1) 	Pengurangan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 35 diberIkan kepada 
WaJlb PaJak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, 
SKPD, STPD, 

(2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD, dan STPD 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah 
dengan denda administrasi. 

(3) SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah dtherikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan, 
denda admInIstrasi, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a 
Peraturan Daerah KOTA PADANG Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
PBB-P2. 

Pasal 38 

.(1) 	Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan 
secara: 
a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam 

SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau 
b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang 

tercantum dalam SPPT. 

(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b depat diajukan: 

a. sebelum SPPT diterbItkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 
dimaksud 	dalam 	Pasal 	35 	ayat 	(2) 	huruf 	a 
angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau 

b. setelah SPPT dite;bitkan dalam hal: 
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g. 

1. kondisl ter:entu sebagaimana dImaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus Juta ruplah); 

2. kondisl tertentu. sebagaimana climaksud dalam Pasal 35 ayat 
(1) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), atau 
angka (5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak 
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau 

3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) 
atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 (Iima ratus juta rupiah). 

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan 
sebagalmana dimaksud dalam 35 ayat (1) huruf a harus memenuhi 
persyaratan: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD 

PBB.P2; 
b. dIaJukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mencanturnkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon 
dIsertal alasan yang jelas; 

c. dlajukan kepada Walikota; 
d. dilamplrl fotokopl SPPT atau SKPD dan STPD PBB.P2 yang 

dImohonkan Pergurangan; 
e. Surat Permohonan dltandatangani oleh Wajib PaJak, dan dalam 

Surat Permohonan ditandatanganl oleh bukan Wajib Pajak 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat permohonan harus dllampiri dengan Surat Kuasa 

Khusus, untLk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang 
pribadl dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari 
Rp. 2.000.000,00 (dua )uta rupiah); 

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk 
Wajib Pajak orang pribadl dengan PBB.P2 yang terutang 
paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua )uta rupiah). 

f, 	diajukan dalam jangka waktu: 
1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan 

STPD P1313•P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan 
Keberatan PBB-P2; 

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak 
tanggal terjacinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya 
sebab laln yang luar biasa, kecuall apabila Wajlb Pajak dapat 
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak 
da0at dlpenuni karena keadaan diluar kekuasaannya. 

tIdak memlliki tunggakan PBB.P2 Tahun Pajak sebelumnya atas 
objek paJak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal 
obJek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar 
blasa; dan 

h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD 
PBB-P2 yang dimohonkan Pengur.angan, atau dalam hal diajukan 
keberatan telah diterbItkan Surat Keputusan Keberatan dan atas 
Surat Keputusan Keberatan dimaksud tIdak diajukan Banding. 
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(4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektlf sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhl persyaratan: 
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang 

sama; 

b. dlajukan secara tertulis daiam bahasa Indonesia dengan 
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon 
dIsertal alasan yang jelas; 

c. dlajukan kepada Walikota melalui: 

1, pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat 
atau pengurus organisasi terkait laInnya yang terkait: 

2. diajukan kepada Walikota melalui Lurah setempat, untuk 
pengajuan permohonan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (2) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagalmana 
dImaksud dalarr Pasal 35 ayat (2) huruf b angka 3). 

d. dllamplrl fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan; 

e, dlajukan dalam )angka waktu: 
1. 3 (tiga) bulan terhitung seJak tanggal diterimanya SPPT; 
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana 

alarn; atau: 
3. 3 (tIga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain 

yang luar blasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus 
LVRI setempat, pengurus organIsasi terkait laInnya, atau 
Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam )angka waktu 
tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya, 

f. tidak memiliki tunggakan P9B-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas 
objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal 
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; 
dan 

tIdak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan 
Pengurangan. 

Pasal 39 

(1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang 
tIdak memenuhi persyaratan sebagalmana cilmaksud dalam Pasal 35 
dlanggap bukan sebagai permohonan sehingga tIdak dapat 
dIpertImbangkan. 	• • 

(2) Dalam hal permohonan Pengurangan lidak dapat dipertimbangkan 
sebagalmana dImaksud pada ayat (1), Wallkota dalam )angka waktu 
palIng lama 30 (tIga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan 
tersebut dIterlrna. harus memberitahukan secara tertulls disertal alasan 
yang mendasarl kepada Wajib Pajak, Pengurus LVRI, atau pengurus 
organ1sasl terkait. 
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Pasal 40 

(1) Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan 
pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. 

(2) Dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan, Walikota harus memberikan 
jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan 
kolektif yang memenuhi persyaratan sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal 35. 

(3) Apablla Jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaul, maka permohonan 
dianggap dIkabulkan. 

Baglan Ketiga 
Pembatalan 

Pasal 41 

(1) 	Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau 
Pejabat yang dltunjuk dapat menbatalkan SPPT/ SKPD/ STP P8B•P2 
yang tIdak benar. 

(2) 	SPPT/ SKP/ STP PBB-P2 yang dapat dIbatalkan secara Jabatan adalah: 
a. objek pajaknya tidak ada. 
b. hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal 

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan 
hakim yang sudah berlaku secara tetap: 

c. obJek pajak yang termasuk pengecuallan sebagai objek pajak P88- 
P2 dan objek pajak yang dIgunakan oleh negara untuk 
penyelenggaraan pemerintahan: dan 

d. objek pajak yang tercantum dalam SPPT/ SKPD PBB•P2 
berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib 
Pajak. 

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan 
Pembatalan SPPT/ SKP/ STP PBB-P2. 

Bagian Keempat 

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi AdmInistratlf 

Pasal 42 

(1) Wallkota karena jabatan atau ata; permohonan Wajib Pajak dapat 
menghapuskan atau mengurangkar sanksl administrasi berupa bunga. 
denda, dan kenalkan PBB-P2 yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhllafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

(2) Permohonan penghapUsan atau pengurangan sanksi administrasi atas 
SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara tertulis oleh Wajlb Pajak kepada Walikota selambet-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dlterbitkan SKPD, atau STPD dengan 
memberikan alasan yang jelas. 

22 



(3) Walikota menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. 

(4) Apabila Walikota tidak menerbitkan keputusan dalam waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penghapusan atau 
pengurangan sanksi PBB•P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai 
permohonan, 

BAB V 
TATA CAR,A PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasal 43 

(1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
Wajlb Pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

(2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DPKA clalam bentuk 

a. pemeriksaan sederhana; dan/ataJ 

b. pemeriksaan lengkap. 
Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor 
terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun—tahun 
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksan 
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 

(4) 	Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun 
berjalan dan/atau tahun•tahun sebelumnya yang dilakukan dengan 
menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan daiam 
pemeriksaan pada umumnya. 

Pasal 44 

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) 
dilakukan dengan cara: 

a. 	meMberltahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, 
buku-buku catatan dan dokumer pendukung lainnya termasuk 
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah 

• data lainnya; 

b. merninjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya 
dengan memberikan tanda terima: 

c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data Iainnya; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang 
diperiksat 

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperkikan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

(3) 
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Pasal 45 

Pemerlksaan lengkap sebagairnana • dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) 
dllakukan dengan cara: • 

a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti 
pelunasan kewajiban perpajak.an  daerah; 

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari medla komputer dan pengolah data lainnya; 

c. meminjam buku• buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 
termasuk keluaran dari medla komputer dan pengolah data lainnya 
dengan memberikan tanda terirna; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis darl Wajib Pajak yang 
dlperlksa: 

e, 	mernasuld tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan 
petunJuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang 
dlanggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat 
tersebut; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib 
Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk 
memasukl tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada 
saat pemeriksaan; 	 • 

g. merifinta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke 
• tlga yang mempunyai hubungan dengan Wajlb Pajak yang diperiksa. 

Pasal 46 

Apablla Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau 
wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap 
dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyal kewenangan 
untuk bertIndak mewakili Wajlb Pajak sesual dengan batas 
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk 
dilanjutkan pada kesempatan berikutnya, 

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan 
lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat 
atau ruangan yang diperlukan. 

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan 
penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di 
tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta 
pegawal Wajlb P.ajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak 
guna membantu.kelancaran pemeriksaan. 

(4) Apablla Wajlb Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin 
untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak 
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan 
yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus 
menandatanganl surat pernyataan penolakan membantu 'kelancaran 
pemeriksaan. 

(5) Apablla pegawai Wajib Pajak yang climinta rnewakili Wajib Pajak 
menolak untuk •membantu kelancaran pemeriksaan, yang 

(1) 
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bersangkutan harus rnenandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, 
(6) Apabila terjadi perolakan penandatanganan surat penolakan 

perneriksaan, perneriksa mernbuat berita acara penolakan 
pemerlksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa. 

(7) 
Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan 
penolakan membantu perneriksaan dan berita acara penolakan 
pemerlksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak 

, terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. 
(8) 

Pemerlksa mernbuat :aporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai 
dasar penerbitan SKPDKP, SKPDKBT atau STPD atau tuJuan lain 
untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan daerah. 

, (9) 
Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDK9, 
SKPDK8T dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak 
diberltahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, 

(10) 
Pemberlan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir 
pemerlksaan lengkap diselesalkan dalam waktu paling lama 21 hari 
setelah pemeriksaan selesal dllakukan, 

(11) Pemberlan tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan dilakukan dalam 
waktu paling lama 7 hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dllakukah. 

(12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera 
setelah pemeriksaan lapangan selesal dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak. 

(13) 
Apablla Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak 
menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan 
secara Jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampa/k.an kepada Wajib Pajak. 

(14) 
Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan 
apabila pemeriksaan clilanjutkan dengan penyidikan. 

(15) 
Apablla dalam pemerlksaan diternukan bukti perrnu/aan 

tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan 
tetap dilanJutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. 



SYIR 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 47 

Peraturan Wal1kota Ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota Inl dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kota 
Padang, 

Ditetapkan di Padang 

Diundangkan di Padang 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAE 	KOTA PADANG 

DERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 4 
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